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N -Pemenksaan terhadam pengelolaan pa_; ak di Indonema hakikatnya terka;t dengan:; o
. sistem pemungutan pajak vang bersifat selfassessment. . Dengan sistem tersebut, -
menumt perataran pemndapg-undangan perpajakan wajib pajak menghltung

‘dan ‘menentukan n11a1 pembayaran pajaknya.:Konsep self-assessment
mempengamhl smtem pemeuksaan pengelolaan pajak.oleh Badan Pemenksa:_-'
heuangan {BPK), di mana BPK tidak dapat masuk ke dalam ranah administrasi
.negara tersebut. Akan tetapi, dalam tanggung gawab pagak dan rea11sa31 pa_}ak '
sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja' Negara (APBN) semestmya _
BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekalipus mengaudit”
untuk tujuan tertenti jika kebijakan perpajakan cenderung mengarah pada
moral hazzard yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kata kunci : Pemeriksaan, Pengelolaan Pajak

Abstrak

Audit for tax governance in Indonesia relating with self. assesmemf sysitem. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) as. the major duties of finansial audit institution can not
supemzse and mspect totax governarnce because as well as administration area.
Furthemore, supervision tax governance as o authonty by Finance Ministry and Badan
Pengonvasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). But, for tax policy and rules or
regulation strategies, BPK have a powerfull authority.

Keyword, : Audlt, Tax Governance

A. . ?enéahuiu&n

ii}alam' analisis ekonozm yang berbasmkan pada hukum,! ada"-
beberapa aliran teori yang dapat dijadikan rujukan pembahasan

Deosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Analisis ekonomi atas hukum (the economic analysis of Law) merupakan rekonstruksi perilaku
ekonomi yang didukung dengan ketentuan hukum. Pemaharnan konsep analisis ekonomi atas hulium
pada dasarnya mencerminkan teori yang memperkirakan dampsak ketentuan hukum terhadap tindakan
ekonomi, Konsep tindakan ekonomi ini tidak hanya berada pada tataran mikro, tetapi makro sebagaimana
tindakan ekonemi publik yang diretapkan negara. Dengan kata lain, analisis ekonomi atas huloum
merupakan standar hukum nermatif antuk mengevaluasi suat kebijakan atau hukum skonomi yang
ditetapkan negara. Sebagai bahan diskusi dapat dibaca referensi Robert Cooter and Thomas Hlen, fmu

4

and Eronomics {Masscahusetts: Addison-Wesley, 1997), him. 3-4.
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mengenaz kewenangan Iembaga pemer lzsa, ne@am terhadap pajak

sebagau bagian dari ruang lingkup Peuangan ﬂegara 2 Sememara dalam

telaah kuitur filsafat hukum,? pembahasan ter sehut dapat dildentifikasi
sebagai diskursus: antara posipragmatisme dan neo- -konservatisme.
Postpragmatisme’ memandang lembaga pemeriksa publik memiliki
kedudukan sebagai alat negara yang berwenang memeriksa uang y ‘oubuks
yarzg telah dipungut negara terhadap rakyatnya vang tercermin dalam

. pelaksanaan anggaran pendapatan dan. b@lanja negaranya. Namun, neo-

konservatisme® menelaah lembaga pemer;ksa publik sebagai lembaga

yang harus mengaudit pungutan yang se:d'mg, akan, dan telah d1pungui_;.
negara dan ‘ceiah dxkatagonkan Sebagaj. keuangan rzegara termasuk

di ﬂa1amnya pa;a dan pungutan lain yang bersifat memaksa.

-.Di sisi lain, pestpragmatisme memandang lembaga negara hanya
memeriksa tingkatan akhir dalam pemungutan pajak Namun, neo-
konservatisme menyatakan semua proses dalam pemungutan pajak hams_
chpenksa oleh lembaga pemeriksa.

? lLembaga pemeriksa keuangan negara di beberapa negara dikenal sebagai governmen? accounting

yang merupakan bagian integral dalam sistem pemerintzhan negara yang memiliki tugas pokok dalam
audit terhadap tanggung jawab penggunaan keuangan publik, Uraian lebih lanjut dapat dibaca dalam
Rebert D. Lee and Ronald W. Johknson, Public Budgeting System {Baltimore: University Park Press,
1975), p. 257,

#  HKultur filsafat seringkali menjadi ideclogi yang menjadi fakter determinasi suatu keputusan atau
tindakan. Lihat M.D.A. Freeman, Interoduction to Jurisprudence {London: Sweet & Maxwell Led., 2001).
hlm, 2-4,

*  Istilah postpragmatisme diadposi dari pestmodemisme yang digagas oleh Harbermas sebagai benituk
pencerahan atas institusi negara yang menggagas dan mengidealkan sebuah alat negara yang berfungsi
pada pemenuhan kebutihan publik rakyat dan ditujukan untuk merealisasikan tujuan kenegaraan dan
kemasyarakatan. Posipragmatisme memandang alat negara merupakan administrasi negara yang rasional
vang menjalankan wewenangnya atas kebutuhan rasional atas peran negara, peran pemeriniah, dan
peran masyarakat. Lihat F, Budi Hardiman, Melampaul Fesitivisme dan Modernitas (Jakarta: Kanisius,
2003), hal. 162. Sebagai bahan diskusi terkait Hhat juga historis-Rlosofis lembaga audit dalam A.V.
Dicsy, Introduction to the Study of the Law and the Constitution {London: MeMillan and Co., 1952),
hlm. 354-357,

*  Pembedaan uang publik {public finance} dan uang privat {privat finance) merupakan konsep
fundamental yang seringiali memiliki kesulitan dalam meneniukan kriterianya atau latar belakangnya.
Padahal, tataran penentu utamanya adalah pada penpgunaan uang tersebut pada sektor publik yang
dilakukan negara dalam melayani publik dan bukan pada kegiatan negara uniuk menjalankan alktivitas
ekonominya seperti dalam tadan usaha mitik negara, Lihat W. Thornhill, Public Administration {St
Edmunds: St Edmundshury Press, 1979}, him. 67.

*  Neokonservarisme dimaknai sebagai aliran filesofis yang mengadaptasi konsep mahzab hukum alam
darl Hobbes yang menghendali hukum sebagai wujud ketertiban dan kemauan yang diliehendaki
beberapa kelompok, khususnya yang dimiliki negara. Aliran neckonsevatisme memandang negara sebagai
inatutusi mahakuasa terhadap warganegaranya. Oleh sehab itu, negara vany direpresentasikan olef

SRRV TEEATA hanya mengejar kepuilyaannya dengan menghiratkan kepunyaan min., Linat konseapsi
ini dalam Freeman, op.cit, him. 146-147.
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Pemeuksaan Terhac%ap Paja!{ Sebagal Bagmn Dari Ruang L;ngkup Keuzmgan Negara S

Acianya pembedaan paﬂdangan ini- paaa dasamya menunjukkan_
krzszs'rasmnahiaa daiam menwde ﬁkasxkan kewena'lgan? Iembaga'
_ .pemenksa publm terhadap pemungutan pajak Neo- &cnsewaizs
_ memandarlg pemungutaﬁ pa_;ak sebagaz suatu msf:em secara halxst‘i{ ;
sehmgga menumbunkan kesadaraﬁ ya‘lg ber31fat konkret dan subtans__xf '
_ bagl yanganw: ini yang. meznyataka_ﬂ pemungue,an pajak adalah sistem- -

dan bukan. ahapan'_ Hal ini berarti rasionalitas neo- konse_.vatzsmé_'-
'memandanﬁ pemungutan pajak sebagal keuangan' negara secara
._'1megrat1f Pandarwan ini- cenderung mereduks1 pemahaman smte“n_; -

Z._:_ _._pemungumn .pajais: sebagal kons& ' yang bertahap daﬂ i:ransformati

mstem mengmgatkan nada thoteszs poten si pa;ak e,emasuk lreuangan
negara padahaE sistem pemungutan pajak di Indonesm adalah self
assesment Ada tlga indikator tesis paham neokonservatisme daiam_
memaham1 pemungutan pajak dan pem&nksaannya yaltu. . '

1. :.negara sebagal faktor kekuasaan tertmgg:. dalam lapa—zgan

.__keuangan negara di manapun; : : i

2.. .keharusan campur tangan organ negara terhadap mekamsme

pemeriksaan seluruh tahapan keuangan negara; dan e

3. . .. menguatnya pengaruh birokrasi negara dalam pemeriksaan sektol
. perpajakan.®

Jika ketiga indikator tersebut dipertahankan terus, yang terjadi adalah
paradoks negara dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.®

Di Indonesia, menguatnya neokonservatisme terjadi dalam
menjustifikasi pemeriksaan keuangan negara melalui konstitusinya,
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

7 HKewenangan merupakan kekuasaan yang dilegitimasi hukum sehingga fungsi pen}e!enggaraan

organ negara dztetapkan berdasarkan inisiasi dan fermulasi dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan dipahami fuga sebagai otoritas yang merupakan penggunaan kekuasaan secara absah
{legitimate authority]. Kewenangan diciptakan karena terbiasa untuk membentul peranan, sehingga
muncul haltnya yang digunakan untuk mengerganisasi tindakan tertenty, Lihat dalam Guy Benveniste,
Birckrasi [Bereaucracy}, diterjemahkan aleh Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42-43.
?  Pehguatan peranan negara dalam lapangan kekayaan dapat dikategorikan sebagai ovgrloaded government di
mana peranan pemerintahan negars mengambil alih peranan selitor apapun termasuk pagak yang masih
dihitung oleh badan usaha swasta dan sektor masyarakat, Dalam kondisi ini alat-alat nagara
mengembangkan mtervensi aktif dalam seltor pemungutan pajak dan ! kekayaan, sehingga pefa%:ua.n
perundang-undangannya merefleksikan kepentingan negara secara umum. Dalam konteks ind dapat
dibahas paparan David Held, Models of Democracy (Oxford: Blackwell Publisher Lig., 1807}, hlm. 339.
*  Tindakan int <lapaL ci:l«.atagorlkan sebagai konglomerasi negara dalam lapangan hukum kelzayaan.
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fUUDNRI Tahun 1945).10 Ketentuan Pasal 23 UUDNRI Tahun 1945 yang
mengaiam.a perubahan dnmmiementasﬁran da1am ‘beberapa undang-
undang yang sahng menunjang atau saling menghadapl yaitu Undang-
Undang Nosnor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara!! dan Undang-
Undang Nomor ‘15 Tahuh 2004 Lentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Necara serta Undang Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentancr Badan Pemeﬂksa Keuangan (BPK]}. Dalam undaqg-
undang tersebut aiat negara yang meﬁjaiankan tugas pemenksaan
keuangan negara menjadl badan Vang mormpolzsuk :meiakukara
pemeqksaan terhadap keuangan ‘negara. Bahkan, cendemng men;adz :
undanc—undang yang menmptakan policy shock bagi sektor perpa_;aka*z 12

ﬂa pen oranut neonragmat;smb,' g{\.—bljaz{afﬂ munperluas
kewenangan pemﬂmksaan keuangan negara dalam semua tahapan
pemungutan pajak merupakan unaya untuk mengatasi kelanglczaa_n
sumber {supply bottle necks) dalam keuangan negara yang akan
menyebabkan kemampuan penguasaan negara terhadap sumber-
sumber kenangan menjadi meningkat.'® Secara teoritis, penguasaan
sumber keuangan tersebut harus ditmbangi dengan perubahan sistem
pemungutan pajak. Di samping itu, berapa manfaat yang akan diperoleh
dan berapa kerugian yang harus ditanggung dari perubahan sistem
pemungutan pajak yang sebelumnya self-assement ? D1 sinilah sangat
terlihat terjadinya paradoks negara, khususnya dari apasratur negara
vang melaksanakan fungsi penegakan hukum, dengan menetapkan
kesalahan perhitungan pembayaran pajak dalam sistem self-assesment

® Pasal 23 ayat {5) UUDNRI Tahun 1945 Pra-Perubahan menyatakan untuk memeriksa tanggung jawab
keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan. Namun, perubahan ketiga UUD 1945
menyatakan BPK memeriksa pengeloiaan dan tanggung jawab keuangan negara. Perubahan ini memonopoli
kewenangan pemeriksaan pre-audit dan pest-audit dalam satu badan negara. Pengaturan tersebut kemudian
diikuti dengan tindakan pengontrolan terhadap semua lini keuangan, baik keuangan negara, keuangan
daerah, keuangan BUMN.BUMD, dan keuangan privat dengan alasan tertentu. Monopoli kewenangan
pemeriksaan tersebut cenderung menguatkan ketidakpastian sistem pemeriksaan keuangan negara.

% Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara menguatkan fungsi negara untuk
melakukan kontrol terhadap keuangan negara dan keuangan di luar negara yang menggunakan fasilitas negara
atan keuangan yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keuangan negara.
¥  Rencana BPK untuk melegitimasi pemeriksaan semua tahapan pemungutan pajak sebagal kewenangan
pemeriksaannya dapat dikatagorikan sebagai perilaku koersifyang optimal bagi sektor perpajakan yang
dilatarbelakangi perilaku mcmopoh untuk mengesampingkan institusi lain yang memeriksa kenangan
negara. Perilaku keersifini dilegitimasi konatitusi yang seharusnya mengawasi kemungkinan tindakan
dan perilaku koersif yang dapat dilakukan lembaga negara. Lihat perilakn koersif di lingkungan alat
negara sebagaimana diulas Richard A. Epstein, Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical
Liberalism (New York: McGraw-Hill Book, 1978), hlm. 84, Lihat juga Alfred J. Marrow, David Bowers,
and Seashore, Management by Participations {New York: Harper & Row, 1939}, him. 55,

¥ Walter W. Helter menyebut tindakan seperti itu sebagai ploying ignorant atau peran yang dilakukan

notukmelabnkan sesuatn dengan mengabailan aspelelain yang teckait. Lihat dalam Waltern B Halfer, o

New Dimensions of Political Economy (New York: W.W. Norton & Co., 1976}, hlm. 156.
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Pemenksaas‘a T crhadap Fajak Sabagzu Baﬂian Dan Ruang ngkup I{emmgan Nag&ra

' sebageu kerugzari negara Dengan demli«nan peraturan perundang—i_ﬁ_f'
undangan dan BPF membenkan pratek31 yang berlebxhan {ovezprotected)_ "
dan peraturan yang bezieblhan (overregulatedj daiam meimdungl sel«:i:or':
.keuangan negara khususzlya sektor perpagakan 14.. Konchszonal _im_._'
cenderung. mereduks; kembah tatanan badan hukum yang 1deai di -

. Indonesra

pemenksaan sehxngga mengaiam; paradoks kepentmgan {mterestmg
paradox} i Sebagan contoh keuangan negara adalah keuangan yang ada .
daiam hngkup kewa_;lban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan-_
umum pemenntahan negara yang melekat pada uang yang ada dikelola
BPK sebaga1 salah satu lembaga negara. Namun, uang negara tersebut
chkelola dan d1per1ksa oleh akuntan pubhk yang merupakan lembaga_'_
pemenksa keuangan prwat '

~Dengan situasi demikian, terlihat meningkatnya peranan 1ernbaga :

p_é'merl_ksa publik menyebabkan terjadinya ketimpangan -dan

ketidakpastian dalam menentukan pilihan sarana pengawasan
organisasi,’” khususnya terhadap sekior perpajakan. Apalagi setelah

Perubahan Pasal 23 ayat (5) UUDNRI Tahun 1945 menjadi Pasal 23E
ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, perlu ada rumusan yang sejalan mengenai

konsepsi konstitusional mengenai kewenangan organ pemeriksa.

negara. Tulisan ini pada prinsipnya diarahkan pada sistem, proses, dan

“ Bandingkan peranan ekonomi yang diambil Amerika Serikat yang membatasi dan membedakan

aktivitas negara, yaitu pada fungsi dan tujuan yang dijalankan pemerintah dan kekuasan negara atan
kemampuan fungsi instusional negara. Likat Francis Fukuyama, State Building: Govermnance and World
Order in The Twenty-Fisrt Century (London: Proﬁle Books Lid,, 2005), him. 9.

' Apabila perilaku monopoli pemeriksaan ini dikaitkan dengarx tentargan monopoli usaha oleh Adam

Smith dapat dikemukakan implikasi negatifnya adalah menyuburkan tingkah laku memperbudak dan
menipu, dan pelayanan publik yang sia-sia, Justifikas: monopoli kewenangan justru lebih berbahaya
lagi karena menimbulkan kesewenang-wenangan yang absolut. Diadaptasi dari Mark Skousen, Sang

Maestro Teori-teori Ekonomi Modern fthe Making of Modern Economic: the lives and Ideas of the Great

Thinkers], diterjemahkan olel Tri Wibowo Budi Santoso, {(Jakarta: Prenada, 2003), him. 25.

*® Istilah ini dipinjam dari Mark Moore dalam Robert d. Behn, Rethingking Democratic Accountability
{Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2001), him. 38.

7 Ketimpangan demilian mengandung akibat yang berbahaya bagi kinerja BPE, yaitu kinerja pemeriksaan
yang dilakukan lebih merupakan tugas rutinitas yang h:m_ya dapat dikendalikan pada tingkat yang
minimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam prinsip manajemen modern, keberadaan BPK
yang menafikan lembaga pemeriksa iain menunjuklkan BPK berada pada posisi organisasi yang tidak

sehat dan cenderung mengabaikan peranan keria sama antar-institusi, Lihat dalam Benveniste,

op.i, him . 9.
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:kebajakannyam dalam sektor perpagakaﬁ terkait dezwan sistemn seZJ .
assesment Penelaahan terhadap hal Hu dﬂakukan secara memiasag

berdasarkan ketentuan konst1tu31 aLau p@raturan nemndang undangan .

kelembacaan dan kewenangan 1embaga pemeriksa akan semalkin .’
banya,knya pemahaman teori hukum dan i,encrenalaﬂ msmusmnahsam

: }Fmbaga negara’ yang memenksa keuangan qbgara khususnya sektor .

: _pe*pajakan Di gisi lam jL.ga untuk mengidentzﬁkasl benmk 1embaga':_

'“pame?‘z}csa L.ehangam negaia dan ada” formula hukum yang c%apaf,

mendeka*z Eembaga deal’ d' Indonesxa daiam ra'?agka memerlksa
-tanggung _]awab perpajakan 19 . Namun mengmgat mtuasmnai
keiembagaan Badan Pemenksa (euangan negara di’ Tndon@sw'
cenderung unik karena status hukumnya se‘bagal lemaaga negara yang
sederajat’ dengan lembaga negara iam semisal Presiden dan Dewan
}?erwaklian Rakyat {DPR}: Bahkan, yang sangat menarlk BPK'
meerakan badan yang bebas dan momdmm yang d1tegaskan dalam Pasal
23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mengenw hal ini, perlu ada persepm:
hukum yang sama untuk menjelaskan apakah makna 'hebas dan
mandiri’ tersebut Apakah sejalan dengan makna ’merdeka’ bagi
kekuasaan kehakiman (Pasal 24A ayat (1) UUDNRI Tahun 1945), atau
“tetap :dan mandiri” bagi Komisi Pem;hban Umum (Pasal 23E ayat {5)
UUDNRI Tahun 1945}7% ' :

Di samping itu, beberapa aturan yang diatur dalam UUD NRI Tahun
1945 perihal lembaga pemeriksa pajak sangat berbeda dengan kondisi
di beberapa negara. Hal demikian tentu akan menjadi bahan
perbandingan yang komprehens1f untuk menemukan kekurangan dan
kelebihan kelembagaan pemeriksa di Indonesia dan di beberapa negara

8 Perbandmgan ini ditakukan dengan metode perbandingan vang lazim digunakan dalam penelitian.

- Likat Gbriel A. Almond and G. Bingham Powell, Jr., System, Frocess, and Policy Comparative Politics
{Boston: Little, Brown, and Company, 1978), hlm, 44
® Perbandingan demikian disebut sebagai microcomparison yang ada dasarnya menggambarkan
perbedaan spesifik dalam institusi hukum atau masalzh yang dihadapinya dengan dasar hukum yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.
Lihat, Konrad Zweigert and Hein Kotz, Introduction to Comparative Law {Oxford: Clarendon Press, 1992),
hlm. 5.
# Istileh ‘bebas dan mandiri’ secara filosofis tidak tepat dirumuskan dalam kenstitusi. Pencantuman
frasa tersebut mendangkalkan kedudukan konstitusi Indonesia sehingga menjadi sangat operasionalis.
# Menurut Dicey, konstitusi merupakan pedoman aturan dasar bagi panduan rakyat yang tdak
ditemukan dalam bentuk peraturan iaumya Oleh sebab itu, konstitusi dilekati sifat sakralnya yang
mengatur.elemen legal dan bersifat prinsip. Dengan demikian, pembahasaannya terlihat strukiuratis
dan sistematis flosofis yang menggambarkan konstektualisasi arah tujuan bernegara. Sebagai bahan

diskusi-Bhat Dicey, op.cit., hlm. 45-451. Lihat juza Brian Thompeon, Textheok on. Constisutionsl & ...

Admimistrative Law (London Blackstone Press Ltd., 1993}, him. 4.
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Pemeﬂksaan ’i‘erhadap ?ﬂjak Sebaga; Bagmﬁ Dan Ruang ngkup Keuangan Negarz

' Iamnya = Beri:nagaz pm‘bandmgan yang dﬂakukan tidak mengarah pad:z'-_ 3
struktur mxkro -organnya, tetap1 tataran makro- kelembagaars yang .
bé_sﬁat mzcrocompansmg ‘Salah. satu perbandmgan yang Kemudzan .

:dzambﬂ adaiah berdasarkan dua p1hhan ya_ng berkaitan, yaztu pertama S
-mengﬁenhﬁkam kelembagaan lembaga pemenksa keuangan negara -
di. beberapa negara_ 'tersebut yang dakaitkan dengan ob;ek pemerﬂcsaan

'_pajak' K_'dua memelaskan akunta‘mhtas kelembagaan terse

sehingga kemungkman acianya moral hazard dalam pelaksanaan kme . a:: :

:.dapa{ dlpertanggung;awabkan secara ters1stem 2

yang. mengaLur 1embaga pemenksa tersebut Dengan demikian, secara

umum akan diperoleh. konsep umum. yang menggambarkan-

kelembaﬁaan pada 1embaga pemeriksa keuangan negara di empat negara

yang d1bandmgkan Perbandingan demakzan pada dasarnya memahami..
secara esensial prinsip umum yang. terkandung dalam pembentukan.
lembaga pemenksa keuangan negara di setiap negara yang d1ba,nd1ngkan .

Diambilnya pzhhan terhadap lembaga ‘pemeriksa di Amerika
Senkat Inggms Belanda dan Thailand pada dasarnya disebabkan alasan
perkembangan konsep lembaga pemerlksa di empat negara tersebut
mengalami tahapan yang luar biasa. Di samping itu, lembags pemeriksa
di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda mengandung konsepsi hukum
yang konstruktif dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap
Iembaga pemer iksa yang otonom.?® '

2

Harus diakui perbandingan ini difaliukan dengan berbeda latar belakang sistem hukum nasionalnya,
Perbandingan ditujukan “.. fo compare the spirit and style of different legal system, the methods af
thought and procedures they use.” Lihat Zweigert and Kotz, op.cit., hlm. &,

= Perbandingan pada kedua hal tersehut kemungkinan mendesknpsﬂcan konsep hulkum dan pengaruh

politik di dalamnya, selain pengarub politik-ekenomi yang mendasari cbjek pemeriksaan keuangan .

negara. Secara konsep, kedua pengaruh tersebut terlihat sangat akurat, sehingga wajar jika lembaga
pemeriksa keuangan negara juga meripaken formal political institutions yang menangani pemeriksaan
kevangan negara berdasarkan sistem politil yang berbeda di setiap negara. Untuk uraian lebih mendalam
dapat ditthat Roger Stacey and John Oliver, Public Administration: The Political Environment {London:
Macdonal & Evans Lid., 1280}, him. 3.

*  Perbandingan kelembagaan pemeriksa keuangan negara di empal negara yang dibandingkan sebagian
besar merupakan bagian dari aktivitas pemerintah atau parlemen. Berbeda dengan Indonesia, BPK
merupakan badan audit mandirl. Namun, perbedaan tersebut justru menjadi faktor determinan yang
menentukan faktor kelembagaan teraebut. Secara prinsip, kelembagaan ini akan ditujulan pada coralk,
bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang mencerminkan respon negara dan para pengambil
keputusan yang termuatl dalam konstitusinya. Lihat pemahaman mengenai organisasi negara dan
pemerintahan tersebut dalam Jimly Asshiddigie [a), Perkembangan & Konsolidasi Lembaga negara Pasca
Reformasi (Jakarta: Konstitual Press, 2006}, hlm, 1-7.

® Perkembangan fersebut bermuara pada konstruktivisme kritls dalam mengembangian hukum yang

dem1k1a_n pada prms1pnya diarahkan terleblh dahul_u :
dalam konstitusz dan kemudaan pada peraturan pemndang-undangannya i

T R T R A R B I S R B A legara Ul eiipal ugara yang dibandinigran,
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E K@@udukam Badan Pemerikza Keuaﬁg&m dan ?amuﬁgumm Paga@z

"Le*ltang keuangan negara dladakan sdatu Badan Pememksa Keuangan

Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 Pra-Perubahan menegaskan:

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan
-keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah
itu perlu ada satu Badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan

‘dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya, badan
itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah.”° '

.Dengan landasan ﬁiosbfis tersebut, pembentuk UUDNRI Tahun 1945
memiliki konsep ideal agar kedudukan BPK sebagai lembaga negara
hakikatnya setara dengan lembaga negara lain yang diperiksa.?! Konsep

* Untuk pembahasan dan diskusi mengenai kedudukan Algemene Rekenkamer dapat dibaca dalam
Atmadja (b}, ep.cit., hlm. 111-112.

¥ Lembaga Algemene Rekenkamer diberikan kewenangan Indische Staatregeling untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan {de wizje van beheer en
verantwoording der geldmiddelen) yang didasari oleh faisafah keuangan negara penjajah dan tercemin
dalam hubungan keuangan intra-imperial. Likat kembali Atmadja, id.

= Sebagailembaga negara, BPK melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang pada
dasarnya merefleksikan pembagian kekuasaan negara vang diatur dalam UUDNREI Tahun 1945, Lihat
uralan mengenai organ negara dalam Asshiddigie (b), op.cit,, hlm. 192,

®  Konsep filosofis objektivitas ini disalahtafsirkan sebagai bebas dan mandiri dalam Pasal 23E ayat (3}
UUDNRI Tahun 1945 Perubahan Ketiga, Bagi suatu lembaga pemeriksa keuangan, objektivitas kinerja
lebih penting dibandingkan bebas dan mandiri dalam kelembagaan, tetapi dalem kinerja tetap subjektif,
Lihat konsep filosofis objektivitas ini dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk rafional epportunistic
models yang diuraikan Alberto Alesina, Nouriel Roubini, and Gerald D. Cohen, Political Cycles and the
Macroeconomy {Massachusetts: Massachusetts Institute of Technolegy, 1997), p. 22. Juga lihat kembali
Lee Jr and Johson, op.cit., hims, 254,

* Indonesia {a), Undang-unda'lg Dasar 1945 sebelum Perubahan, Penjelasan Pasal 23,

@ Arifin P, Sceria Atmadja {c), “Kedudukan dan Fungsi BPK dalam Struktur Ketatanegaraan RI[,” dalam

70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid: Inteeritas. Konsisiensi Seorang Sarjana. Hukum Depol: PLsat SO0 . owes

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 78.
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Kedudukan Badan Pememksa Keuangan (BPK) seoagaz iembaga_
e gara pada dasarnya tidak terlepas dari strukiur ketatanegaraan zaman
Hmdxa Belanda, di mana saat itu terdapai: Algemene Rekenkamer.? ’Dada:"'
saat 1tu kedudukan Algemene Rekenkamer merupakan bagian dari
_ eksekutlf 27 sedangkan BPK pada saat ini mempunyai kedudukan sebaaal '
iembaaa negara 28 sebageumana dlatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD. NRI
Tahun 1945, yaﬂg menyatakan “Untuk memeriksa tanggung 3awab:

-yang peraturannya d1tetapkan ‘dengan uﬂdang undang Hasﬁ_
pemeriksaan itu ‘diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.™
Penetapan BPK: sebagai lembaga negara ‘didasarkan pada fﬂosoﬁs:
objektivitas, yakni BPK dapat menjalankan fungsi dan tugasnya setara,
sejalan, dan terbebas dari pengaruh oleh kekuasaan lembaga ﬂecwa.ra'i
1amnya yang menjadi salah satu objek pemeriksaannya.?® Penjelasan'

*“Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja vang sudah':

Pemerintah. Suatu Badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak




Pemenkaaan Terhaaap Pajai{ Sebagaz Baglan Dari Ruang L!mﬂam E(euang‘.n Negara

: .-ob3 eké:wztas dalam pe:ne:z:msaaﬂ mempakan sesuatu ya'rag sanga*t pe‘ltmg'

guna menghmdan kemungkwnan terjadmya penyimpangan dan
':.pamborosan ?euars gan neﬁara 32 Sebagax 1embaga negara, BPK menurut

Pasal 2 Urldang Undang \ omor 5 ’i‘a}aun 1973 tentang Badan Pememksa'
: K@hamgan mempunya; tugas memenksa taﬁggung Jawab pemeuntah

_ Jﬂra dh,mgau da-r;, segr maknanya BPK ddaiah suatu badan yang_
-_';f-'kedudukari dan. tuaasnya Iebih 'bmny'é.k d: utikberatkan kepada tmdakan :
: : _'erSLa‘t repres1f 234, Daia.m memenksa tanggung 3awab keuangan :
' '-_"_negara (poa audzt) BPK ék "n men11a1 berdasarkan dua_ -segi,. yaxtu'.

peﬁama apakah nenggunaan anggaran xtu telah mencapai. manfaat yang :
dituju, oleh anggaran itu (doelmatlg) dan hedua apakah penggunaannya-

itu sesual dengan peraturan undang undang (rechtmahg} 35

Dalam men}alankan fungsmya tersebut BPK juga memmuskan
standar audit pemerintahan {SAP} sebagai “standar pemeriksaan yang

. beriaku secara nasmnal ‘bagi pemeriksa di hngkungan BPK, pemerintah,.

dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara.”s Dengan
dem;kxan sebenarnva pemeriksaan BPK adalah didasarkan pada
ciokumen anggaran, pembukuan anggaran, dan perhitungan anggaran
yang ditinjau dari segi teknis angearan {begroting technisch).%

Dengan mendasarkan pada fenomena tersebut, kedudukan BPX
dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 Pra-P erubahan diarahkan pada tujuan
menczptakan struktur pengeiolaan keuanga:rz negara yang sestiai dengan
perenca_naa_nnya. Dalam konstekstualisasi ini, kedudukan BPK sangat
p'e_zifziﬁg dalam mendorong realibilitas pemeriksaan tanggung jawab

¥ Pendapatini didukung pengalaman empiris sebagaimana dikemukalkan mantan Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Umar Wirahadikusumah, “Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan,” Pemeriksa 3
{Maret 19832): him. 52.

® Hasil pemeriksaan BPK vang diberitalukan kepada DFR disebabkan hasil pemeriksaan BPK dapat
dijadikan dasar pengawasan DPR kepada pemerintah, DFR dapat meneruskan hasil pemeriksaan BPK
kepada kepolisian atau badan lainnya. Lihat uraian mengenal hubungan BPK dan DPR dalam Asshiddigie
(aj, op.cit., hal. 170-171; juga likat Atmadja {h), op.cit., him. 34.35.

= Dltetaplsannya BPK hanya memeriksa tanggung Jawab keuangan disebabkan kedudukannya yang
sangat tinggi dan diavahlkan untuk melakukan pemeriksaan Lorektxf-suategls terhadap penggunaan
uang negara. Halini terjadi pula pada Dewan Pengawas Keuvangan pada sistemn ketatanegaraan berdasarkan
Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

% Atmadja (b}, op.cit., hlim. 107,

* Ibid., hal, 189.
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keuara gan negara yang berﬁumpu Bada mfaz stvategi keuaﬂgan nega.r& s

: ?msgs pemenksaan BPKZ pada daqavn Ve dziakakazﬁ aﬁnﬁan dua cara'
Sebagazmana dheﬁcapkan da}am suaau Sta'ﬁda‘i‘ perer ksaa:n tanggung

ja b keuaagan negara “Pertama pememksaan uolzumer% vang.
'mengandalkan pememksaan lapo;an tertulis s mengenal ke.luar—masukg
anﬂgaran vang dl;zergunakan dan kedua, pemerﬂfsaan setempa:,, i mana
pm j&k atau aktlwtas yang dfma jau d#mgau dari berbagaz aegi 38

Proses pemiaian_ dan penguyan tanggung jawa?a keLandan negara .
' :naua dasarnya dﬂ Kukan EPK dengam 'n@kamsfne post-aucizf yang
- dlmaknal : ' . = -- BRI S AR :
' - “Pgm rlksaan vang dﬂa}{ukan setelah Lransakm 1tu d1seiesa1ka;1"
~idanidicatat. Pemeriksaan ini‘dilakukan: beberapa saat setelah

.sebagian atan seluruh kegiatan itu-selesai. ‘Berdasarkan teori,
fungsi penilaian/pemeriksaan harus dilakukan atas }regzaaana

- kegla‘tan yang tela,a ci1seiesa1kan !compiefed) a0

.Dengarx mendasarkan diri pada pemenksaa‘l tanggung jawab keuangan
negara, BPK melakukan pemeriksaan sebagai “alat untuk dapat menilai
pertanggungjawaban yang telah diberikan.”! Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1973, pemeriksaan BPK diarahkan pada keuangan
negars, yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1973 yang menyatakan: o

“pemeriksaan yang dilakukan terhadap perianggungan jawab
kenangan negara, termasuk antara lain pelaksansan anggaran
pendapatan dan belanja negara {baik anggaran rutin maupun
- pembangunan). Anggaran pendapatan dan belanja daerah seria
~anggaran perusaan milik negara, hakekainva seluruh kekavaan
negara, merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal vang sudah
dilakukan atau sudah terjadi dan yang telah disusun
pertanggungjawabnya (post audit}, baik sebagian maupun
seluruhnya.”™?

# Dalam fungsinya sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara, BPK diharapkan mampu
menjaga kesinambungan anggaran negara vang sgjalan dengan tujuan bernegara. Hal ini khususnya
ditujukan pada APBN sebagai, stimulus bagi pertumbuhan dan instrumen pemerataan, juga berfungsi
sebagaiinstrumen pengendali bagi terciptanya kestabilan ekonomi makro negara, Selain itu, BPK perlu
mengawasi penggunaan anggaran negara yang diarahkan untuk mendorong kembali gairah berproduksi,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serts dana vang bertujuan untuk
mencapai harapan usaha pembangunan. Lihat Arifin P. Sceria Atmadja {d), “Mencari Format Baru Sistem
Pemeriligzan (audif) Keuangan Publik oleh Internal Auditor,” (Makalah vang disampaikan dalam Seminar
Sehari Reinventing Auditor Internal Pemerintah vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi
dan Keuangan, Jakarta 7 Juni 2000}, hlm. 4.

®  Atmadja (b), op.cit., him. 108.

® Ibid., him. 92.

*  Rghmat Soemitro, “Tanggung Jawab Keuangan Negara” Padjadiaran 2 {April-Juni 1881} 11,
Indonesia ), Undang-Undane Nomor § Tahun 1973 tentang Badan Pemerikea Kevangan, LN, Nomor
3% Tahun 1973, TLN Nomeor 3410, Penjelasan.
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_ Bers:iasarlraz1 ketentuaﬁ ,.ersebut BPK mempunyax kewenangaﬁ :
'yang Tuas tﬂ_ hae:ian tanggun g jawab keuangam negara, yang tzdak hanya :
._'-dltujukan pada anggaraﬂ penaapatan dan belanja: negara: (APBN} Az
- Fenomena demikian Seb@narnya menempatkaﬁ BPK pada -posisi _,fang-:-!-.
kurang. meng&mutg}:m di. mana rentang kendaimya (spent of control .
menjadz snilt dilaleykan: Selo_m ztu memperluas pemerzksaan keuangan_:_ .
negara terhadaﬂ aspe}{ i Euar APEN cenderung aks.n menyebabkan R

" 'bahaya yang ‘tersrnpw dalam memperluas pengertian keuangan .
niegara dernigan memasukkan di dalamnya: keuangan daerah dan ™
'keuanga*; badan usaha milik negara {BUMN} Pengertian keuang
negara sepert'--?mi akan mengaburkan art '-tanggung jaxvab dan.-
ey jdaerah Q‘szonom dan kemandman badan hukum Eaa RN :

' Z'Selam 1tu memperluas keuanaan negara men}am meiuas v
menempatkam BPK sebagaimana halnya Algemene Rekenkamerdi zaman_
Hindia Belanda yang merupakan kepanjangan tangan pemerintahan
kolonial ‘Belanda di Indonesia " Dengan kata lain, terjadi
kesalahkaprahan terhadap kewepangan BPK dalam UU Nomor 5 ’I‘ah"un' _
1973 padahal sesungguhnya sebagai lembaga tinggi negara: '

“BEPEKA bukanlah Algemene Rekenkamer di zaman Hindia Belanda

yang merupakan verlengstuk eksekutifuntuk memeriksa keuangan .
Hindia Belanda (land geidem1ddelen) vang dikelola Gubernur

Jenderal dan mempunyai kewenangan peradilan (comptabel
recf’.zsts_gr:raak}.’_’46 '

- Sementara itu, sesual dengan Pasal 23 ayat (5) UUD NR! Tahun
1945 ‘hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR untuk
ditindaklanjuti. Pemberian hasil pemeriksaan kepada DFR sebenarnya
menegaskan kembali kedaulatan anggaran di tangan DPR.* Selain itu,
laporan tersebut juga akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
bagi proses persetujuan pembentukan Undang-Undang tentang APBN

®  APBN adalah, “rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.” Lihat Indonesia {¢). Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4287, Pasal } butir 7.

# Jusuf Indradewa, “Fenomena Harun Alrasid,” dalam 70 Tahun Prof, Dr. Harun Alrasid Integritas,
Kensistensi Seorang Sarjana Hukum (Depnk Pusat Studi Hukum Universitas Indonesiz, 2000), himl. 6.
" BPK apabila menerapkan pasal ini berarti Indonesia mundur 173 tahun ke belakang, di mana
Indische Staatregelmg diundangkan. Lihat kritik berkaitan dengan perluasan kewenangan BPK dalam
Atmadia (b}, op.ait, hal. 107-110. Lihat juga Pidato Pengukuhan Gurubesar Arifin P. Soeria Atmadja {d),
*Reorientasi Per‘wtzban Fungsi Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan Heuangan Negara.” {Pidato
Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Hulam Universitas Indonesia, 21 Juni 1997).

% Atmadia (¢), op.cit,, hlm. 10,

¥ Heonsep kedavlatan anggaran (edget sovereigniz) merupakan reflekst lembaga negara yang memberikan
.otorisast aneeavan neeara. D Indonssia lembara vane memherikanm oiorisast apggaran.negarasdaliah

DFR sebagai wakil rakvat,

29
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y pada tahurs angsvaran mendatang Juga dapat dipe gur'ak%n aieh D?Fi

“gsebagai’ “bahan - ‘penilai’ ‘apakah- pemen niah dalam meziakuég
"kéblj_aksanaqnnya tidak melanggar apa yang Lelaﬂ. dltetapxian daiam_ )
: 'Undang-Undang teﬁtang APBNS :

Daiam yerkembangan ketatanegaraan ife

T'"hun 1945 :ﬂeﬁgu

pewxenhsaan BPK yapg deau: hanya menwaran pada keuangaﬂ negara
tetapl mengarah pLIa pacia yemenksaan pengeioiaan keuangan saktor
prwa’c R | |
' E{ondzsz dezm}nan menyebaokan BPK *nemo*zopoh gewenapgan

pé.menksaan pﬂngeloiaan dan tanggung jawab keuangan daiam semua
selctor publik dan privat. 9 :

.. Monopoli BPK dala‘n pemenksaan pengelﬁlaan dan tanggung jawab
keuangan sektor: privat menimbulkan tiga akibat, yaitu pertama tidak
adanya prioritas dalam mengkonstrux{mkan pemeriksaan dan
pengawasan keuan&aj negara. Kedug, tidak ada strategi yang
komprehensif dalam mewujudkan kebijakan pemeriksaan dan
pengawasan keuangan negara. Ketiga, BPK akan bias hal menentukan
terjadinya penyimpangan keuangan negara sebagai kerugian negara.®

- Apabila mendeskripsikan akibat monopoli BPK tersebut, BPK tidak
mermiliki perspektif makro dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan. Kebijakan yang monopolistis dalam bentuk
pemeriksaan dan pengawasan cenderung dipaksakan (constrained),
sehingga tidak mengandung kepastian hukum dan penghormatan
terhadap dokirin badan hukum.® Oleh sebab ity, muncul paradoks dalam

% Atmadja (b), op.cit., hlm. 143.

®  Bektor publik dan sektor privat lazimnya memiliki akuntabilitas vang berbeda standar akuntansinya.
Dengan demilkian, sangat diragukan kedua sekter ini diperika oleh badan pemeriksa yang sama.
=aDiformulasikan dari beberapa bahan hukum. Eerugian negara adalah selisih RANg negara yang
dm}&tairan kurang. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

# “Pgmahaman mengenal badan hulaum telah dikenal sejak abad ke-19, berbagal literatur mengemukakan
badan hukum sebagai lawan pribadi hukum yang cenderung memberikan hak dan kewajiban kepada
suaiu badan/lembags sebagaimana manusia dewasa, Pada prinsipnya, badan hukum merupakan badan
atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan meiakukan per buat'm sebagdmlana pnbadx manusia

e e ikl ashianos i % RIS T~ T

mudzan, Peru oaha?l Retiga_ _
: UUDNRI Tahun 1945 memberman pergeseran jyang 31gmnka;1 terhadap__-_
BPK .dalam keduduk&n dan ifewenangannya Pasa1 23E ayat (1) UUDNRI -
: _ abjek ‘pemer, 1ksaa.n BP£ men_;adz pemerxkeaan}i
'p gelo an dan tanggung Jawab keu: nga,n qegara D sisi Iam Undang—'
nd. Tahun’ 2003 tentang Keuangan Negara telah:
"memperiuas ruang_ imgkup keuangan’ negara ya"lc menjadz lmgkup :

EE PSR boagat-baanrdiskued apatdBrren-datany bulve- A
ap.cit., hlm. 18—20.
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il Bgans maﬁ?ﬂwﬁ—%ﬁw m,%:gar%“gzm Bt Rung m;;mzp m:umgan meaar% .

meﬂdesam kamsep pemenks%&n éap pengawaban Leuanga"l nec'
T3 ja*"fu di: Sa‘*u il BFK memperluas ruang lingkup pemerzksaan keuamgan’
n&gaw Namun d1 S}.Si yaﬂg Iam Bph t:dak m@mperhaukan pnnszp; :

'pg 'nengu‘camakar! segl mzkro'tekms._ _Untuk keyentzngan'
Ja "Ig‘i{a ”ende desam ter se‘;u‘t leblh ncrupaz{an ai’serna’cu zakus untu!{
'"zia _aancrun ke ema} aan pubhk Akan Letapl untuk Jangka pan_;ang,_
benmx kemjakan demxklan tidak stategzs dalam merumuskan
keszakan yang mampu mendetekm penyzmnangan dan pemboros '
keuanvan negara.

'-_DaTa*n kontekstualisasi’ sepeﬂ"t1 itu, tidak: duagukan lagl
1rasaoﬁahtas dalam pengaturan pemeriksaan pengelolaan ‘dan tanggung
jawab’ keaangan negara dalam praktiknya akan merugikan’ kedudukan'_
hulkam sektor privat sebagai domain vang berbeda dengan sektor publik:

Hal ‘demikian terjadi karena tidak ada batas-batas vuridis dalam
memmtukan kerugian keuangan negara sebagai baﬁlan dari keuangan'
negara,. keuangan daerah, keuangan badan usaha milik negara,
keuangan badan usaha milik daerah atau keuangan swasta.5 '

= - Relevansi j Jamman negara deak dlrugtkan sebagai tujuan pembentukan arsiteltur kenangan pubhk
adalah agar negara tidak mengalami perubahan negatil dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
disebabkan berkurangnya penerimaan keuangan negara secara luas,

® Beherapa peraturan perundang- undangan yang mengaiur atau memilili korelasi dengan keuangan
negara ada kecenderungan meﬂperluas makna dan arti keuangan negara sebagai keuangan prblik
secara keseluruhan. Hal ini berarti keuangan publik yang dimaknai sebagai keuangan negara ity
sendiy}, keuangan daerah, keuangan badan usaba milik negara/daerah, atau kevangan swasta lainnya
yang mengelole dan menerima uang negara dikatagorikan sebagat keuangan negara. Kecenderungan .
demikian memiliki karakteristik pengelolaan dan pertanggungjawaban yang terpisah. Masing-masing
keuangan negara tersebut memiliki status hukum vang berbeda dan sangat bergantung pada
keterkaitannya dengan fungsi publik dan fungsi privat,

# Hebijakan merupakan kelaziman dalam lapangan hukum administrasi negara, di mana kebijakan
dipandang perannya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Pengertian tersebut pada
dasarnya khusus lebih difokuskan pada posisinya terhadap pendistribusian (delivery} pelayanan publik
vang dimiliki pemerintah. Apabila dikaitkan dengan keuangan negara tampak kebijakan diposisikan
sebagai alat untuk merealizsasikan kebutuhan negara dalam membizyal pemerintahan dan pembangunan.
Sebagal bahan diskusi wacana ini dapat dibaca dalam bulu Prajudi Atmosudirdie, Hukum Administrast
Negara, cet. 10, {Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 82. Lihat juga Richard J. $tiiman 1l, Public
Administration, ed, 7, (Boston: Hougton Mifflin, 2000), him. 222-223,

®  HKetidakpahaman pembuat undang-undang dan kebjjakan mengenai perbedaan prinsipil antara
keuangan negara, keuangan dasrah, heuangan perusahaan negara, maupun perusahaan dasrah, bahkan

kenapgan swasta.telah memadarian.segi-l ghlaeberpihie-dulanr wrematamt konser e SPUETEET Ui
secara keszluruhan sebagai suatu arsitektur. Lmat pendapat ini dalam Atmadja {a), op. ¢it., him. 73-74.
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Kecxdakmampuaﬁ. kebijakan yang mengatur pemeriksaan dan
temggung jawab keuangan dalam menentukan garis batas kepunyaannya
{domain limitative). merupakap ‘pertanda reinkarnasi manajemen"'
keuangan publik tradisional.‘Manajemen demlkzan pernah berkembang '
sebagal bentuk monopoh terhadap penguasaan dan pengaturan kekayaan :
'negara yang berasal dari kekayaan swasta. Hal demikian pada dasarnya
m&nuﬂJuKKan gejala kemunduran dalam kebijakan .pemberantasan .

- korupsi yapg beranjah pada tuguan dan skema bercirikan. rentamgf

' _'kendah yang. Euas dl_ ﬁdonema 8 Pada}wal ‘sejak abad Ke- 19, kepunyaan-"_--_
fbacian_hukum memzhkl ketegasan batasan apakah. termasuk kepunyaan-f_' :

' pubhk (domnain publtc} atau kepumaan privat (domain pmfe) 5. Keduanya =
tidak mungkm tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama,
balk dalam tata kelola dan tata tanggung jawabnya. Prinsip ini sejalan
dengan dak’mn badan hukum yang mensyaratkan kekayaan/keuangan
yang terpxsah sehmgga badan hukum tersebut absah sebagai sub_]ek_
hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

i D:engar; demikian, sangat jelas dari perspektif hukum, kebijakan
pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang didesain di Indonesia
tidak ‘sejalan dengan dokirin hukum dan cenderung menimbulkan
permasalahan hukum yang serius dari tindakan negara tersebut..
Identifikasi penyimpangan keuangan sekior privat sebagai
penyimpangan keuangan negara {idak memiliki argumentasi hukum
yang memadai sebagai bagian dari pemeriksaan keuangan negara.5®-

Dalam hal pemeriksaan pajak, dalam mendesain konsep
pemeriksaan dan pengawasan sektor perpajakan oleh BPK di Indonesia,
perlu ada keterkaitan antara teori hukum dan hulum positif yang
merupakan keterkaitan yvang bersifai dialikatis. Hal demikian
disebabkan teori hukum yang merupakan feori gejala hukum positif
{positieve rechisverschijnsel) dalam kehidupan masyarakat tidak dapat
dikesampingkan. 5% Hal ini berarti, desain pemeriksaan pengelolaan pajak
dan tanggung jawab pajak hendaknya tidak dipandang dari segi hukum

% Pendekatan tradisional dalam manajemen keuangan publik yang lazmnya berdasarkan pada perluasan
wewenang dengan meniadakan pembagian yang tegas dalam peraturan perundang-undangan tertulis
dalam pengelolaan dan pertangoungjawaban keuangan publik serta tiada mempertimbangkan dinamika
perkembangan yang terjadi dalam praktik dalam lapangan administrasi negara, Dengan kata lain,
pendekatan inilah yang akan menjadi sudut pandang terpenting dalam pernbabasan mengenal arsiteltuy
keunangan publik.

¥R, Utrecht, Hukum Administrasi Negara Indonesia {Jakarta: Ichtiar, 1938), hlm. 78.

®  Persepsi badan hukum barus menjadi bagian integral dari konsep pem@rm&man dan z}erma\vdsan

NCQ&L\ FHTERIaG

# Atmadja {a), ap.cit., him 33.
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' ?cmcriksaan Terhadap ?ajak Seba Qai Eagian Dari 'Ruang Liﬁékun'_,;Keuanﬁéﬁ Ne’#;iféx

."-poszhf Saja Letam 1u°fa dzpandang dan segi teor &&s hukumnya E—ia? 1m -
“harus dibedakan karena konsep pengelolaan yang “dimulai dari’ SlSLem :

- perhitungan ds:ﬂ pemungutan tidak perlu dﬂa’{ukars olch BPK sedangkan
__'-'jkonsep stratég-s p@rpajakan dapat dllaimkan secara konsepiua 'dan
;-_straLegls oieh BPK B e : R
'. Dangan dem;ham konse;a k@iembawaan pemenksﬂ keuan
egara d1 Indonesia’ _gustm ﬂemmbulka“; paradohs yaz‘tﬁ BPK mengambﬂ'

o g.;_pcszsl tunggal dalam pemenksaan Eieuanaan megara temasuk sektor

s .-pe"pa_;akan tetap'_ tldak mwmperhatzkan s1stem pmmungutan pajak vang

L {Dengan_pembedaan tersebut BPK tzdak *nerm}rkz kew&na‘agan
_-'dalam menentukan dan mengambﬂ aizb :wmenksaaq kenangan
:terhada“g:} sektor pajaic pada ’aahapan iaengelolaan Hal demlkmn
dmeb&bkan ‘pengelolaan mempakaﬂ domain yang khusus dan ber31fat
_admmlstratlf memiliki keleluasaan untuk menentukan tata cara
-pe*&geiolaanpya Pengelolaan - perpajakan memiliki domam tersendiri
dalam ran ka_memenuhx pertanggungjawaban keuangannya, vang tzdak
_mungkm d;samakan dalam, pemeriksaan tanggung jewabnya vang
tergambarkan dalam APBN. Sektor pengelolaan pajak memilki tata
kelolanya dalam. rangka menentukan pemeriksaan perpajakan sesual
dengan peraturan perundang- undanwan. Dalam hal ini, BPK telah
melakukan intervensi terlalu jauh dalam mewujudkan tata kelola SISLem
z)erpa_] jakan yang baik (good corporate governance).

~Dengan demikian, menjadi sangat berbahayva dan berisiko yvang
besar jika pemeriksaan pengelolaan pajak dan tanggung jawab pajak
dilakukan BPK dalam rangka memperluas aspek pemeriksaan keuangan
negara, terkait dengan sistem self assessment.% Negara tidak akan
memiliki kepastian hukum dalam menentukan kerugian negara dalam
sektor pengelolaan perpajakan yang masih bersifat administratif
aisebabkan dua fakta hukum. Pertama, penguasaan dan pengurusan
sektor pengelolaan pejak tunduk pada regulasi administratif. Kedua, BPK
tidak mungkin mengidentifikasi kerugian negara pada kekayaan yang

® Prinsipnya keuangan negara adalah segala sesuaty kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat
dengan uang yang dibentuk oleh negara untuk kepentingan publik. Esensi yang ditarik adalah keu&ngam
negara sama dengan kekayaan negara yang terdiri atas, aktiva dan passiva, semua harang yang mempunyat
nilai uang seperti tanah, kali, tambang, gunung, yang ada di wilayah Republik Indonesia dan j juga semua
sarana yang dimiliki negara RI, bailt yang berasai dari peinbelian maupun dari cara perolehan lainnya
yang dibiayat dan dilakukan dalam proses oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemungutan
pajek dengan sistem self assessment belum termasuk kegiatan dan aktivitas negara vang berkaitan

BENRATRT IR DS EE N PUBHE Tarena masii dilakukan suhjek pajak.
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: masm secara hukum menjadI domain subgek hulum pajak yang tidak '

- termasuk ruang-dingkup . keudﬁgan negara,

. Upaya: mempe;iuas oojek mernemksaan terhadap pengeloiaan pajaéf

.dﬁakukaﬂ BPK ‘denigan ‘melakukan uji materil- Undanguﬁndang Noraor
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ke |
Mahkamab Kongtitusi: Akan tetap1 ‘Mahkamah Konstitusi berpendapat_

i aemenksaan pengelalaan pajak men_;adz domam admmmtratxf di bawah

?‘Vienten Keuangan s@bagal bendahara umum negara ‘Hal ini- haklkatnya

memnak:—m zmpilkam hukum penerapan sxstem self assessment dalam". :

o perhituﬁgan pajak _ ER S D s A N :
Secara prms;p Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tuiak”
. membedakan konsep pengelolaan dan- tanggung jawab perpagakan_'

sehmgga sebazknya dinbah dalam hanya tanggung jawab perpajakan.
Pada dasarnya, Pasal 2 ‘Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
ményala”li pembedaan dan prinsip self*assessment dalam perpajakan.
Sesual dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban

untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran

dan pelaporan pajak terutangnya Hzal ini berartl masih pada ruang
Imgkup privat, ' 2

Sistem self assessment tegas membedakan pengelolaan dan
tanggung jawab dalam perpajakan. Dalam perspeldif hukum, pengeioiaén
pajak masih dalam ranah administrasi negara, sedangkan tanggung
jawab berada pada ranah kewenangan BPX, yaitu memeriksa
penggunaan uang pajak yvang telah ditentukan sebagal milik negara
dan disediakan {oleh negara) dipakal untuk kepentingan pelayanan
publik fungsi pemerintzhan dan tunduk pada peraturan perundang-
undangan yang bersifat publik.®! Namun, pemerintah negara sebagai
pengelola perpajakan berkedudukan sebagai subjek hukum administrasi
yang tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara (ketika
melakukan pelayanan dalam pengelolaan pﬁrpagakan) hal ini sejalan
dengan sistem self assessment.

Peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah
Konstitusi telah menentukan pembedaan kedudukan pemeriksa negara
dalam pengelolaan dan tanggung jawab perpajakan yang tunduk pada
peraturan perundang-undangan. Lembaga pemeriksa negara tidak
memiliki keleluasan untuk mengeluarkan wewenang yang bersifat

S RETANIA A), G S, RIS,
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publik dalam pengelolaan sekior perpajakan vang taia kelola dan tata
tanggung jawabnya tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara.
Pembedaan ini. merupakan konsep hukum modern yang sangat
membedakan zmumtas hukum. adm;mstras:x negara . denﬂ"an maksud
menjelaskan batas batas pajak sebagal bagian dari. Tuang imgkup
keuangan negara : -

.. Dengan. memperhatikan doktrin hukum keuangara publik, _}elas
1emba¢a pemenksa negara dalam pengeiolaaﬂ dan tanggung jawab
perpajakan mempa}.can iembaga yang terpzsahlcan Penaelolaan dalam
sektor perpa_;akan yang memiliki domam hukum . admm1stras1 Negara:'
dan feraturan perundang—undangan telah mengklaszﬁkaszkannya dalam
sistem self assessment. Dalam regulasi pemeriksaan pengelolaan pajak
dan tanggung jawab pajak, keduanya memiliki imunitas sendiri sesuai
dengan kewenangannya dan ranah hukum masing-masing.
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